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deskriptif  kualitatif. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta

Keywords: Pelayanan publik, dianalisis melalui reduksi data, penyajian, dan
SKPWNI, Dukcapil, verifikasi. Hasil penelitian dari 7 informan
kualitas pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan SKPWNI telah

memenuhi standar pelayanan publik, namun masih
terdapat beberapa kendala. Masalah utama meliputi
rendahnya  pemahaman  masyarakat  terhadap
prosedur, sistem informasi yang kurang memadai,
komunikasi internal yang tidak terstruktur, serta
koordinasi antarinstansi yang lemah. Kendala lain
termasuk keterlambatan akibat sistem antrean yang
tidak efisien, masalah  keabsahan  dokumen,
pemalsuan data identitas, serta keterbatasan
infrastruktur teknologi. Diperlukan perbaikan pada
prosedur, koordinasi, sistem informasi, dan pelatihan
petugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pemerintahan yang baik ditandai dengan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan
masyarakat, memberikan implikasi langsung terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Kualitas
pelayanan publik yang baik mencerminkan komitmen birokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan
dan transparansi (Fazekas & Czibik, 2021; Garcia-Lacalle & Torres, 2021; Waddington et al.,
2019).

Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) merupakan dokumen
kependudukan penting yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dokumen ini diperlukan untuk mengurus perpindahan data kependudukan antarwilayah, sebagai
syarat penerbitan kartu keluarga di tempat tujuan. Berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2018,
SKPWNI wajib diterbitkan dalam waktu maksimal 24 jam setelah dokumen persyaratan
dinyatakan lengkap.
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Namun, pelayanan pengurusan SKPWNI di Dinas Dukcapil Kota Tomohon menghadapi
berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat
terkait prosedur dan persyaratan pengurusan. Sosialisasi mengenai tata cara pengajuan dokumen
ini masih kurang optimal, menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami tahapan yang harus
dilalui, yang akhirnya menghambat kelancaran proses.

Kendala lainnya adalah sistem antrean yang tidak efisien dan infrastruktur teknologi yang
terbatas. Sistem antrean manual dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi memperlambat
proses pengolahan data. Selain itu, ketergantungan pada sistem informasi yang belum
sepenuhnya terintegrasi sering menyebabkan keterlambatan verifikasi dan penerbitan dokumen
(Bisogno & Cuadrado-Ballesteros, 2022; Noda, 2021; Pangkey et al., 2018).

Kurangnya koordinasi antarinstansi terkait juga menjadi faktor penghambat. Dalam
banyak kasus, keterlambatan pengiriman data antar daerah memperlambat penerbitan SKPWNI.
Masalah ini semakin diperburuk oleh komunikasi internal yang tidak terstruktur di lingkungan
Dukcapil Kota Tomohon, terutama dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antarbagian.

Berdasarkan observasi, ditemukan bahwa pelayanan publik di Dukcapil Kota Tomohon
belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang diatur dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003. Pelayanan yang diberikan masih jauh dari
aspek kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, dan akurasi, sehingga mengurangi kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah perbaikan yang terfokus pada
optimalisasi sistem informasi, pelatihan pegawai, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi
antarinstansi. Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan pengembangan sistem
antrean berbasis digital juga sangat penting untuk mempercepat proses pengurusan SKPWNI.

Pemerintah juga perlu mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas
dalam pelayanan publik. Standar operasional prosedur (SOP) harus dijalankan dengan konsisten,
serta pengawasan terhadap kinerja petugas pelayanan perlu ditingkatkan. Dengan langkah-
langkah ini, pelayanan publik di Dukcapil dapat lebih memenuhi harapan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelayanan pengurusan
SKPWNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon. Dengan mengidentifikasi
masalah utama dan memberikan rekomendasi perbaikan, penelitian ini diharapkan dapat
berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tomohon
secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI
Manajemen Publik

Manajemen publik adalah upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Manajemen ini berbeda dari sektor
swasta karena orientasinya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Dalam sektor publik,
pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui perwakilan masyarakat, seperti
lembaga legislatif. Selain itu, sektor publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan
distribusi kesejahteraan sosial dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh
masyarakat untuk mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi
(Comfort et al., 2020; Kairupan & Mantiri, 2020; Weimann et al., 2019).

Manajemen publik memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui pemberian informasi
yang seluas mungkin kepada masyarakat dan pelaksanaan pelayanan yang efisien. Organisasi
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sektor publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan

yang berkualitas. Pelayanan ini mencakup berbagai sektor, seperti penyediaan air bersih,

pengelolaan transportasi, dan administrasi dokumen kependudukan. Sektor publik juga

diharapkan mampu menjamin keadilan sosial melalui kebijakan yang berpihak pada
kesejahteraan masyarakat (Eick & Larsen, 2022; Polishchuk et al., 2021).

Dalam perkembangannya, manajemen publik mengalami evolusi dari paradigma Old
Public Administration (OPA) yang menekankan efisiensi dan profesionalisme, menuju paradigma
New Public Management (NPM) yang lebih fleksibel dan mengadopsi prinsip manajemen sektor
swasta. NPM mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan
memanfaatkan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis hasil. Selanjutnya, paradigma New
Public Service (NPS) muncul dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan nilai-nilai
demokrasi dalam pelayanan publik, menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengambilan
keputusan dan penyediaan layanan (Rantung et al., 2023; Williamson & Roles, 2023).

Manajemen publik tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga
mencakup aspek perencanaan strategis, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, serta
evaluasi kinerja. Fungsi strategis dalam manajemen publik melibatkan penetapan tujuan
organisasi, perencanaan operasional, dan pengelolaan hubungan eksternal. Sementara itu, fungsi
manajemen internal meliputi pengorganisasian, penyusunan staf, dan pengendalian kinerja.
Dengan mengintegrasikan semua fungsi tersebut, sektor publik dapat memberikan pelayanan
yang lebih responsif, efektif, dan efisien kepada masyarakat (Juujirvi et al., 2020; Mukhram et al.,
2023).

Secara keseluruhan, manajemen publik berperan sebagai alat untuk mewujudkan
pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan yang berkualitas. Dengan mengadopsi prinsip-
prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kebutuhan masyarakat, sektor publik
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pendekatan yang tepat dalam
manajemen publik juga memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap perubahan
kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang berdampak
positif bagi kesejahteraan sosial.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dengan mengedepankan kepentingan umum, mempermudah urusan, mempercepat waktu
penyelesaian, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pelayanan
publik mencakup berbagai bentuk layanan administratif, barang, dan jasa yang diberikan oleh
pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan publik juga menjadi indikator
kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini
mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan,
dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Jin et al., 2019; Sharma & Patil, 2021).

Unsur-unsur penting dalam pelayanan publik meliputi penyelenggara layanan, penerima
layanan, dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah, sebagai penyelenggara
layanan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sebagai penerima layanan sering kali
berada pada posisi yang tidak setara, sehingga pemerintah harus mampu menciptakan sistem
yang inklusif dan memberikan akses yang merata bagi semua. Kepuasan masyarakat menjadi
tolok ukur utama keberhasilan pelayanan publik, yang hanya dapat dicapai melalui peningkatan
kualitas layanan dan perbaikan sistem yang berkelanjutan (Coote, 2022; Eriksson et al., 2020).
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Pelayanan publik dilaksanakan dengan mematuhi asas-asas penting seperti transparansi,
akuntabilitas, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima
layanan. Transparansi memastikan bahwa pelayanan dapat diakses dan dipahami oleh semua
pihak yang membutuhkan. Akuntabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada masyarakat. Selain itu, asas kesamaan hak
menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau status ekonomi
dalam pemberian pelayanan. Asas-asas ini menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam
menciptakan pelayanan publik yang adil dan berkualitas (Kelobonye et al., 2020; Yu et al., 2023).

Standar pelayanan publik menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan
layanan yang efisien, cepat, dan terjangkau. Standar ini mencakup prosedur pelayanan, waktu
penyelesaian, biaya, dasar hukum, serta sarana dan prasarana pendukung. Prosedur pelayanan
yang sederhana dan mudah dipahami menjadi kunci untuk mempercepat proses dan
meningkatkan kepuasan masyarakat. Sementara itu, waktu penyelesaian yang cepat dan biaya
yang transparan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang akuntabel.
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai juga berkontribusi terhadap kenyamanan dan
kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.

Optimalisasi pelayanan publik membutuhkan peran sumber daya manusia yang
profesional dan berkompeten. Aparatur negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
harus mampu memberikan pelayanan dengan sikap yang jujur, ramah, dan bertanggung jawab.
Pelayanan publik yang baik tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetapi
juga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip
pelayanan yang baik dan terus meningkatkan kualitasnya, pemerintah dapat menciptakan sistem
pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan dampak positif
bagi kesejahteraan Bersama (Azmoodeh et al., 2021; Xu et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk
menggali fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. Pendekatan ini dipilih
karena memungkinkan peneliti untuk memahami pola-pola sosial, sikap, kepercayaan, dan
persepsi individu atau kelompok secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan
kualitatif deskriptif sangat efektif untuk menjelaskan peristiwa dan dinamika sosial terkait
pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara
Indonesia (SKPWNI) (Hartanti et al., 2022; Suranto et al., 2021).

Fokus penelitian diarahkan pada analisis standar pelayanan publik dalam pengurusan
SKPWNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon. Penelitian ini membatasi
ruang lingkupnya pada lima subfokus utama, yaitu prosedur pelayanan, waktu pelayanan, peran
petugas verifikasi, identitas pemohon, dan respons dari Dukcapil asal. Kelima aspek tersebut
dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi
kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi terkait.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Tomohon, dengan situs penelitian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemilihan lokasi ini dilakukan untuk memudahkan
pengumpulan data terkait proses pengurusan SKPWNI. Situs penelitian menjadi tempat utama
bagi peneliti untuk mengamati dan mengumpulkan informasi langsung dari objek penelitian,
termasuk interaksi antara petugas pelayanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi dan kompetensi
mereka terhadap fokus penelitian. Informan awal terdiri dari pihak-pihak yang memiliki peran
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langsung dalam pengurusan SKPWNI, seperti petugas verifikasi dan masyarakat yang

menggunakan layanan tersebut. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan teknik snowball

sampling, di mana informasi dari satu informan dapat mengarahkan peneliti kepada informan
berikutnya yang relevan (Afiyanti et al., 2021; Pratiwi et al., 2021).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi
dilakukan untuk mengamati langsung proses pelayanan di Dukcapil, sedangkan wawancara
bertujuan untuk menggali informasi mendalam dari informan terkait. Dokumentasi digunakan
untuk mengkaji data berupa dokumen resmi, seperti peraturan, catatan, serta foto-foto yang
mendukung penelitian. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk memastikan validitas dan
kelengkapan data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan melalui model interaktif yang mencakup empat tahapan:
pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang
terkumpul diolah dan disederhanakan untuk memudahkan interpretasi. Hasilnya disajikan dalam
bentuk narasi atau tabel untuk memberikan gambaran yang jelas. Tahap akhir melibatkan
verifikasi kesimpulan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan temuan di lapangan.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, yang membandingkan data dari
berbagai sumber, metode, dan teori. Validitas penelitian diperkuat dengan mengadopsi empat
kriteria: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Teknik ini memastikan
bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, relevan, dan konsisten, sehingga memberikan kontribusi
yang signifikan bagi pengembangan pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan SKPWNI.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Hasil Penelitian

Standar pelayanan publik dalam pengurusan administrasi kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dirancang untuk memberikan layanan yang
cepat, transparan, dan akuntabel. Standar ini mencakup waktu pelayanan yang jelas, ketersediaan
informasi terkait prosedur dan dokumen, serta kepastian biaya yang harus dibayarkan oleh
masyarakat. Untuk meningkatkan efisiensi, dinas telah memanfaatkan teknologi informasi,
seperti layanan online, guna mempermudah pengurusan dokumen kependudukan, seperti
SKPWNI, KTP-El, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian. Dengan dukungan petugas
yang kompeten dan ramah, pelayanan diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan
memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Namun, pelaksanaan standar pelayanan publik ini masih menghadapi berbagai kendala.
Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur
dan persyaratan pengajuan SKPWNI. Ketidaktahuan tentang dokumen yang diperlukan, seperti
surat keterangan dari kelurahan, fotokopi KTP, dan kartu keluarga, sering kali menyebabkan
pemohon harus kembali ke kantor dinas untuk melengkapi kekurangan, yang pada akhirnya
memperpanjang waktu pengurusan. Kendala ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih
efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi yang berlaku.

Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan
masih menghadapi tantangan. Sistem layanan online belum sepenuhnya optimal, terutama bagi
masyarakat di wilayah dengan akses internet terbatas. Hal ini menyebabkan beberapa warga
mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan tersebut, sehingga mereka harus kembali
mengandalkan layanan tatap muka yang cenderung lebih lambat. Ketergantungan pada sistem
online yang belum sempurna juga memengaruhi kecepatan pelayanan secara keseluruhan,
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Kendala lainnya adalah kapasitas petugas dalam memberikan informasi yang jelas dan
tepat kepada pemohon. Meskipun petugas telah terlatih, tidak semua warga merasa mendapat
penjelasan yang memadai, terutama mereka yang kurang familiar dengan prosedur administrasi.
Kurangnya kejelasan ini sering menimbulkan kebingungan dan memperpanjang waktu
pengurusan. Oleh karena itu, selain memperbaiki sistem dan infrastruktur, pelatihan tambahan
bagi petugas untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan pelayanan sangat diperlukan.
Dengan langkah-langkah tersebut, pelayanan pengurusan SKPWNI di Kota Tomohon dapat lebih
efektif dan memenuhi harapan masyarakat.

Prosedur Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara
Indonesia (SKPWNI)

Pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) merupakan
proses administrasi yang penting bagi warga negara yang berpindah domisili. Proses ini
melibatkan beberapa tahapan, seperti persiapan dokumen, pengajuan permohonan, verifikasi data,
hingga penerbitan SKPWNI. Meskipun prosedur telah diatur secara rinci, masih terdapat berbagai
tantangan yang menghambat kelancaran pelaksanaan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap persyaratan dan prosedur, serta kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tomohon.

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat
terhadap dokumen yang harus disiapkan dan langkah-langkah yang harus diikuti. Banyak warga
yang tidak sepenuhnya mengetahui dokumen seperti KTP, KK, atau surat pengantar dari
kelurahan yang wajib disertakan, sehingga menyebabkan mereka harus bolak-balik ke kantor
dinas untuk melengkapi berkas. Meskipun sosialisasi melalui media sosial dan brosur telah
dilakukan, informasi yang diberikan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat
secara menyeluruh, terutama di daerah terpencil.

Selain itu, sistem informasi yang digunakan dalam proses pengurusan SKPWNI juga
menghadapi berbagai kendala. Sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi antara kelurahan,
kecamatan, dan Disdukcapil, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses pencatatan data
dan pengolahan dokumen. Kurangnya kemampuan sistem untuk memberikan informasi secara
real-time kepada masyarakat dan petugas juga menjadi hambatan dalam memastikan kelancaran
proses pengurusan SKPWNI. Peningkatan pada infrastruktur teknologi dan pengembangan sistem
informasi yang lebih modern menjadi kebutuhan mendesak.

Masalah lainnya adalah kurangnya koordinasi antar instansi, seperti kelurahan, kecamatan,
dan Disdukcapil. Koordinasi yang tidak optimal sering menyebabkan keterlambatan dalam proses
verifikasi dan penerbitan SKPWNI. Di sisi lain, komunikasi internal antar petugas yang kurang
terstruktur juga menambah kesulitan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jelas. Upaya
memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi diperlukan untuk mempercepat alur
pengurusan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki
proses pengurusan SKPWNI, seperti peningkatan sosialisasi yang lebih intensif, pengembangan
sistem informasi yang lebih terintegrasi, serta perbaikan koordinasi antar instansi terkait. Dengan
mengatasi kendala-kendala ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon
diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, responsif, dan memuaskan bagi
masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi
kependudukan.

ISSN : 2828-5271 (online)



635
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Waktu Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia
(SKPWNI)

Waktu pelayanan pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia
(SKPWNI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon menjadi salah satu
perhatian utama masyarakat. Banyak warga mengeluhkan lamanya waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan proses ini, meskipun prosedur yang ada telah dirancang dengan jelas. Faktor
seperti sistem antrean yang kurang efisien, koordinasi antar instansi yang belum optimal, dan
masalah teknis pada aplikasi pengurusan SKPWNI menjadi penyebab utama keterlambatan.
Akibatnya, masyarakat sering mengalami ketidakpastian waktu dalam pengurusan dokumen ini,
yang pada gilirannya menurunkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik.

Masalah teknis dalam pengoperasian sistem informasi menjadi salah satu kendala yang
signifikan. Sistem yang digunakan kerap mengalami gangguan, seperti error aplikasi atau koneksi
internet yang tidak stabil, sehingga menghambat proses verifikasi dan pencatatan data. Hal ini
memengaruhi kelancaran pemrosesan dokumen dan memperpanjang waktu pengurusan. Di sisi
lain, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, seperti kelurahan, kecamatan, dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, turut menjadi penghambat. Koordinasi yang tidak berjalan
baik menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan data dan dokumen, yang seharusnya bisa
diselesaikan lebih cepat.

Pengelolaan antrean di Dinas juga menjadi perhatian penting. Sistem antrean manual yang
digunakan saat ini sering kali tidak mampu mengakomodasi lonjakan jumlah pemohon, terutama
pada waktu-waktu tertentu. Ketidakteraturan dalam alur antrean membuat masyarakat bingung
dan tidak mendapatkan estimasi waktu yang jelas untuk menyelesaikan pengurusan dokumen
mereka. Solusi seperti penerapan sistem antrean berbasis digital dapat membantu mengelola
antrean secara lebih terstruktur, sehingga mengurangi waktu tunggu dan memberikan
kenyamanan bagi masyarakat.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengurusan SKPWNI juga menjadi
faktor yang memengaruhi waktu pelayanan. Banyak warga datang dengan dokumen yang tidak
lengkap atau salah, sehingga petugas harus melakukan pengecekan dan pengulangan proses, yang
memperpanjang waktu pengurusan. Kurangnya sosialisasi yang efektif tentang persyaratan dan
alur proses membuat masyarakat sering kali tidak siap saat mengajukan permohonan. Oleh
karena itu, perlu dilakukan edukasi yang lebih intensif, seperti melalui brosur, media sosial, atau
sosialisasi langsung, agar masyarakat lebih memahami prosedur yang ada.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon telah berupaya memperbaiki
waktu pelayanan dengan langkah-langkah seperti penambahan petugas, perpanjangan jam
pelayanan, dan penyederhanaan alur administrasi. Namun, langkah ini belum sepenuhnya efektif
mengatasi berbagai kendala yang ada. Dibutuhkan peningkatan infrastruktur teknologi, sistem
informasi yang terintegrasi, serta pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan kapasitas mereka
dalam menangani jumlah permohonan yang terus meningkat. Dengan perbaikan ini, diharapkan
waktu pelayanan pengurusan SKPWNI dapat lebih efisien, transparan, dan memuaskan bagi
masyarakat

Petugas Verifikasi Pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia
(SKPWNI)

Petugas verifikasi memegang peran penting dalam memastikan kelancaran pengurusan
Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Tugas mereka mencakup
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pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pemohon sesuai standar operasional prosedur
(SOP) yang telah ditetapkan. Namun, implementasi SOP di lapangan sering menghadapi kendala,
seperti ketidaklengkapan dokumen atau kesalahan administrasi yang dapat memperlambat proses
verifikasi. Ketidaktepatan dalam pengelolaan dokumen ini sering kali menimbulkan
keterlambatan yang berdampak pada waktu pelayanan, sehingga menurunkan kepuasan
masyarakat terhadap kualitas layanan publik.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar bagian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Petugas verifikasi kerap menghadapi kendala dalam alur
komunikasi dengan bagian lain, seperti bagian pendaftaran atau administrasi, yang dapat
menyebabkan dokumen tertunda dalam pemrosesan. Selain itu, meskipun sistem informasi telah
diterapkan untuk mempermudah verifikasi, teknologi yang digunakan belum sepenuhnya
memadai. Gangguan teknis, keterbatasan akses, dan ketidakterpaduan sistem antar instansi sering
menjadi penghambat dalam mempercepat alur administrasi.

Pelatihan bagi petugas verifikasi juga menjadi aspek penting yang memengaruhi kualitas
layanan. Meskipun pelatihan sudah diberikan, frekuensi dan cakupan pelatihan masih dirasa
kurang memadai untuk menghadapi tantangan teknis maupun perubahan regulasi yang cepat.
Banyak petugas yang belum mendapatkan pembekalan cukup terkait penggunaan teknologi
terbaru atau pengelolaan dokumen yang lebih kompleks. Akibatnya, kemampuan petugas dalam
menyelesaikan proses verifikasi secara efisien dan akurat belum maksimal, yang berdampak pada
waktu dan kualitas pelayanan.

Untuk meningkatkan efisiensi proses verifikasi, Dinas perlu mengoptimalkan beberapa
aspek, seperti memperbarui sistem informasi, meningkatkan koordinasi antar bagian, dan
memperluas pelatihan bagi petugas. Dengan sistem informasi yang terintegrasi dan pelatihan
yang lebih intensif, petugas dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan administrasi dan teknis
yang ada. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang kelengkapan
dokumen yang diperlukan juga diperlukan untuk mengurangi kendala awal yang sering terjadi.
Upaya perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses verifikasi dan memberikan
pengalaman pelayanan yang lebih memuaskan bagi masyarakat.

Identitas Pemohon Pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia
(SKPWNI)

Proses pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sangat bergantung pada identitas
pemohon sebagai elemen utama. Verifikasi identitas melibatkan pengecekan dokumen seperti
KTP, KK, dan akta kelahiran yang dibandingkan dengan data yang terdaftar dalam Sistem
Administrasi Kependudukan (SIAK). Langkah ini bertujuan memastikan keakuratan dan
keabsahan informasi yang digunakan untuk menerbitkan SKPWNI. Namun, terdapat sejumlah
kendala yang sering terjadi, seperti ketidaksesuaian data dan kurangnya pembaruan data oleh
pemohon, yang memengaruhi kelancaran proses.

Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian data antara dokumen pemohon dan data
yang tercatat dalam sistem kependudukan. Kesalahan ini sering disebabkan oleh kurangnya
pembaruan data setelah perubahan status kependudukan, seperti pindah alamat atau perubahan
status pernikahan. Hal ini memaksa petugas untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan
pihak kelurahan atau kecamatan, yang memperlambat proses verifikasi. Di samping itu, kendala
teknis, seperti akses sistem yang tidak stabil atau data yang belum terintegrasi dengan baik, juga
memengaruhi kecepatan dan ketepatan proses verifikasi identitas.
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Selain ketidaksesuaian data, masalah pemalsuan dokumen juga menjadi perhatian. Meski
telah diterapkan sistem keamanan seperti verifikasi biometrik dan akses digital ke data
kependudukan nasional, potensi pemalsuan dokumen masih ada. Hal ini memerlukan
pengawasan lebih ketat dari petugas serta sistem pengamanan tambahan untuk memastikan
integritas data. Pemalsuan dokumen yang terdeteksi mengharuskan petugas melakukan verifikasi
mendalam dengan instansi terkait, yang menambah waktu dan kompleksitas dalam pengurusan
SKPWNIL

Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu
meningkatkan infrastruktur teknologi, seperti memperluas jangkauan internet dan memperkuat
integrasi sistem kependudukan. Pelatihan tambahan bagi petugas untuk meningkatkan
kemampuan teknis mereka dalam menangani data kependudukan juga sangat diperlukan. Di sisi
lain, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya pembaruan data identitas agar proses
pengurusan SKPWNI dapat berjalan lebih efisien. Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan
ketidaksesuaian data dan pemalsuan dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, identitas pemohon adalah aspek yang sangat krusial dalam
pengurusan SKPWNI. Perbaikan sistem verifikasi dan pengamanan data diperlukan untuk
menjamin kelancaran proses. Dengan sistem yang lebih andal dan kesadaran masyarakat yang
meningkat akan pentingnya pembaruan data, proses pengurusan SKPWNI dapat menjadi lebih
cepat dan efisien. Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, sekaligus memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

Respon Pemohon Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Asal Pengurusan
Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

Pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) melibatkan
komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) asal dan
Dukecapil tujuan, seperti Kota Tomohon. Respons dari Dukcapil asal memainkan peran penting
dalam memastikan kelancaran proses ini. Prosedur pengurusan SKPWNI tidak hanya mencakup
penyediaan dokumen oleh pemohon, tetapi juga memerlukan dukungan dari Dukcapil asal untuk
memverifikasi dan mengirimkan dokumen yang relevan. Namun, salah satu kendala utama adalah
keterlambatan pengiriman dokumen dari Dukcapil asal yang sering memperpanjang waktu
pengurusan SKPWNI. Masalah ini menyebabkan ketidakpuasan pemohon karena waktu
pelayanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

Selain keterlambatan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengurusan
SKPWNI menjadi hambatan yang signifikan. Banyak pemohon yang tidak memahami dengan
jelas dokumen yang harus disiapkan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Hal ini
mengakibatkan pengajuan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan.
Meski Dukcapil Kota Tomohon telah berupaya memberikan informasi melalui berbagai media,
seperti situs web dan media sosial, tetap diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar
masyarakat dapat memahami alur pengurusan secara komprehensif. Dukcapil juga perlu
menyediakan informasi yang lebih rinci dan mudah diakses untuk meminimalisir kebingungan
pemohon.

Koordinasi antara Dukcapil Kota Tomohon dan Dukcapil asal dalam pengurusan
SKPWNI juga menghadapi berbagai tantangan. Kendala ini mencakup ketidaktepatan waktu
dalam merespons permintaan dokumen dan kurangnya pengelolaan komunikasi yang sistematis.
Hal ini sering menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian proses administrasi. Misalnya,
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perbedaan kebijakan atau standar operasional antar Dukcapil dapat memperumit alur kerja dan
memperpanjang waktu pengurusan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih
efektif dan integrasi sistem informasi antar instansi untuk mempercepat proses pengurusan
SKPWNI.

Proses komunikasi antara pemohon dan Dukcapil asal juga menjadi sorotan. Banyak
pemohon menghadapi kesulitan dalam merespons permintaan kelengkapan dokumen karena
akses yang terbatas atau ketidakjelasan informasi. Pemohon yang tinggal di luar kota atau di
daerah terpencil sering kesulitan mendapatkan dokumen yang diperlukan, seperti akta kelahiran
atau surat keterangan domisili. Dukcapil Kota Tomohon berupaya membantu dengan
memfasilitasi komunikasi antara pemohon dan Dukcapil asal melalui surat elektronik, telepon,
atau koordinasi langsung. Namun, upaya ini sering terhambat oleh kendala teknis dan logistik,
sehingga proses pengurusan tetap memakan waktu.

Secara keseluruhan, pengurusan SKPWNI membutuhkan perbaikan dalam berbagai aspek,
mulai dari komunikasi yang lebih baik antara Dukcapil asal dan Dukcapil tujuan, hingga
peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang berlaku. Dukcapil perlu
mengadopsi teknologi informasi yang lebih efisien untuk mengelola data secara terintegrasi dan
mempermudah komunikasi antara pemohon dan instansi terkait. Dengan memperkuat koordinasi,
meningkatkan literasi masyarakat tentang prosedur, serta memanfaatkan teknologi yang lebih
canggih, pengurusan SKPWNI diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan memberikan
kepuasan yang lebih baik kepada masyarakat

Temuan Hasil Penelitian

Proses pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sangat bergantung pada keakuratan
dan validitas data identitas pemohon. Identitas pemohon menjadi elemen penting karena
kesalahan atau ketidaksesuaian data dapat menghambat kelancaran proses administrasi. Salah
satu tantangan utama adalah adanya pemalsuan data identitas yang melibatkan penggunaan
dokumen palsu atau tidak sah. Untuk mengatasi hal ini, prosedur verifikasi yang ketat dan sistem
pengamanan yang baik sangat diperlukan untuk menjamin keabsahan data yang diproses.

Keterbatasan infrastruktur teknologi dan sistem pengamanan data menjadi tantangan besar
dalam pengurusan SKPWNI. Sistem informasi yang kurang memadai sering memperlambat
proses verifikasi dan meningkatkan risiko kesalahan. Penggunaan teknologi yang lebih canggih
diperlukan untuk mendukung kelancaran pelayanan, khususnya dalam memproses dan
memverifikasi data identitas pemohon. Selain itu, pelatihan untuk petugas yang bertugas
mengoperasikan sistem juga menjadi faktor penting dalam memastikan data dapat diproses
dengan efisien dan akurat.

Ketidaksesuaian data identitas menjadi masalah yang sering ditemukan dalam pengurusan
SKPWNI. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pencatatan data, kurangnya pembaruan
data oleh pemohon, atau ketidaksesuaian antara dokumen yang diajukan dengan catatan dalam
sistem. Ketidaksesuaian ini sering mengakibatkan proses verifikasi membutuhkan pemeriksaan
ulang yang memperpanjang waktu pelayanan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki prosedur
yang jelas dan memberikan pelatihan bagi petugas agar dapat menangani proses verifikasi dengan
lebih baik.

Keamanan data identitas pemohon harus menjadi prioritas utama dalam pengurusan
SKPWNI. Data yang tidak terlindungi dengan baik dapat berpotensi disalahgunakan, sehingga
mengancam integritas sistem administrasi kependudukan. Sistem pengamanan data yang lebih
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kuat diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dan validitas data pemohon. Selain itu, upaya untuk

meningkatkan perlindungan data melalui teknologi informasi yang andal harus terus dilakukan
untuk mendukung proses pelayanan yang lebih aman.

Koordinasi antara Dukcapil Kota Tomohon dan Dukcapil asal pemohon memainkan peran
penting dalam memastikan kelancaran pengurusan SKPWNI. Kendala seperti keterlambatan
pengiriman dokumen atau kesalahan dalam data sering kali menghambat proses administrasi.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem komunikasi yang lebih baik dan prosedur yang
lebih terstruktur untuk memfasilitasi pertukaran informasi antarinstansi. Dengan adanya
koordinasi yang lebih baik, pengurusan dokumen dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan SKPWNI sering
menjadi kendala dalam proses pelayanan. Banyak pemohon datang tanpa melengkapi dokumen
yang diperlukan, sehingga memperpanjang waktu pelayanan. Sosialisasi yang lebih intensif dan
informasi yang lebih mudah diakses tentang langkah-langkah pengurusan SKPWNI sangat
diperlukan. Dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, pemohon dapat lebih
memahami prosedur dan memenuhi persyaratan dengan tepat.

Untuk meningkatkan kualitas pengurusan SKPWNI, Dukcapil Kota Tomohon perlu fokus
pada penguatan teknologi, pelatihan petugas, dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Selain itu,
sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat juga diperlukan untuk memastikan pemohon
memahami dan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan langkah-langkah tersebut,
proses pengurusan SKPWNI dapat berjalan lebih efisien dan transparan, sehingga meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan pengurusan Surat Keterangan
Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tomohon telah memenuhi kriteria, namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.
Prosedur pelayanan, misalnya, masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman
masyarakat terhadap persyaratan SKPWNI akibat sosialisasi yang belum optimal dan komunikasi
internal yang kurang terstruktur. Selain itu, keterbatasan sistem informasi dan minimnya
koordinasi antar instansi memperlambat proses administrasi. Hambatan ini menyebabkan
kesenjangan antara harapan masyarakat dan kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga
memerlukan langkah-langkah perbaikan secara menyeluruh.

Masalah waktu pelayanan juga menjadi sorotan utama. Keterlambatan dalam pengurusan
SKPWNI dipengaruhi oleh kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi, sistem antrean yang
kurang efisien, serta koordinasi yang lemah antar instansi terkait. Di sisi lain, kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap prosedur memperburuk situasi ini, karena banyak pemohon
tidak melengkapi dokumen dengan benar sehingga memerlukan waktu tambahan untuk
memperbaiki kesalahan. Untuk meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, diperlukan penguatan
sistem antrean berbasis digital, pelatihan teknis bagi petugas, serta sosialisasi yang lebih efektif
kepada masyarakat.

Proses verifikasi menjadi aspek lain yang memerlukan perhatian. Kendala utama terletak
pada ketidaklengkapan dokumen pemohon, kurangnya koordinasi antar bagian, dan keterbatasan
sistem informasi. Verifikasi yang lambat sering kali disebabkan oleh ketidaksiapan petugas yang
belum mendapat pelatihan memadai dalam menangani tantangan administratif. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan rutin, penguatan koordinasi
internal, serta pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi untuk mendukung
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kelancaran proses verifikasi.

Isu terkait identitas pemohon, seperti pemalsuan data dan ketidaksesuaian dokumen, juga
menjadi hambatan signifikan dalam pengurusan SKPWNI. Infrastruktur teknologi yang belum
optimal dan kurangnya pengamanan data menjadi tantangan utama. Solusi yang dapat dilakukan
meliputi penerapan teknologi canggih, seperti sistem biometrik, untuk meningkatkan akurasi
verifikasi. Selain itu, pembaruan prosedur dan standarisasi dalam penanganan data identitas perlu
dilakukan, didukung dengan pelatihan intensif bagi petugas untuk mendeteksi dan mengatasi
potensi ketidaksesuaian data secara efektif.

Koordinasi antar instansi, khususnya antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tomohon dan instansi asal pemohon, memerlukan pembenahan mendesak. Komunikasi
yang lambat sering menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman dokumen dan
kesalahpahaman prosedur. Pengembangan platform digital bersama dapat menjadi solusi untuk
mempercepat pertukaran informasi dan dokumen. Sosialisasi yang lebih intensif melalui berbagai
media dan kegiatan langsung, seperti seminar, juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai prosedur SKPWNI. Dengan langkah-langkah tersebut, pelayanan SKPWNI
dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
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